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	Abstrak 
Tanah adalah tempat  pemukiman umat manusia  disamping sebagai sumber penghidupan bagi yang mencari nafkah melalui pertanian serta pada akhirnya tanah pulalah yang dijadikan tempat persemayaman terakhir bagi orang yang meninggal dunia. Hukum mengenai tanah di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum yang bersifat Kolonial. Hal itu disebabkan selama ratusan tahun Indonesia dijajah oleh belanda, sehingga ada dua macam kepemilikan tanah yaitu tanah-tanah dengan hak barat dan tanah-tanah dengan hak adat, tentunya berbeda pula mengenai peralihannya, dalam  hal jual beli, juga cara perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemilik tanah yang bersangkutan. Peralihan hak atas tanah adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Ketika seseorang telah mengalihkan haknya (hak atas tanah), kepada orang lain  “secara sah” maka orang tersebut sudah tidak punya hak lagi atas tanah yang dialihkan sejak dilakukannya peralihan hak. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui proses peralihan hak atas tanah dalam objek sengketa dn untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara  peralihak hak atas tanah. Jenis penelitian ini adalah  ayuridis  normatiif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis.
Kata Kunci: Peralihan, Hak atas Tanah, Objek Sengketa.

Abstract 
Land is a place for human settlements as well as a source of livelihood for those who make a living through agriculture and ultimately land is also the last place for people to die. The law regarding land in Indonesia is influenced by a colonial legal system. This is because for hundreds of years Indonesia was colonized by the Dutch, so that there are two kinds of land ownership, namely lands with western rights and lands with customary rights, of course different about the transition, in terms of buying and selling, also ways of legal protection and legal certainty for the land owner concerned. Transition of land rights is a legal action aimed at transferring rights from one party to another. When someone has transferred his rights (land rights), to someone else "legally" then that person has no more rights to the land that has been transferred since the transfer of rights. The purpose of this study was to find out the process of transferring land rights in the object of the dispute and to find out the judges' consideration in deciding on land rights cases. This type of research is normative ayuridis. The nature of this research is descriptive analytical.
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PENDAHULUAN 
Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai peranan yang sangat penting karena merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan. (Widyaningsih 2017 ; 2). Tanah dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan sumber daya alam utama, yang selain mempunyai nilai batiniah yang mendalam bagi  rakyat  Indonesia juga berfungsi sangat strategis dalam memneuhi kebutuhan Negara dan rakyat yang makin beragam dan meningkat baik pda tingkat nasional  maupunnya dalam hubungan insternasional.(Ilhamdi;2016;3)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) menyatakan, “Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan pasal tersebut lahir lah undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960 dengan tujuan: (UU Agraria ; Penjelasan): 1) Menciptakan unifikasi hokum agrarian dengan cara: 2) Menyatakan tidak  berlaku lagi produk peraturan hokum tanah lama; 3) Menyatakan berlakunya hokum tanah nasional berdasarkan hokum tanah adat  ayng tidak tertulis.  Sebagai bahan penyusunan hokum tanah nasional; 4) Menciptakan unifikasi hak-hak penguasaan atas tanah (hak-hak atas tanah dan hak jaminan atas tanah) melalui ketentuan konvensi.

Sesuai dengan Pasal 1740-1753 KUPerdata serat Pasal 37 PP Nomor 24 tahun 1997 peralihan hak atas tanah secara pinjam pakai adalah perjanjian pinjam pakai dengan objek perjanjiannya berupa hak atas tanah. 

Hukum mengenai tanah di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum yang bersifat Kolonial sebagai akibat selama ratusan tahun dijajah oleh belanda, sehingga ada dua macam tanah yaitu tanah-tanah dengan hak barat dan tanah-tanah dengan hak adat, yang tentu akan berbeda pula mengenai peralihannya, dalam  hal jual beli juga cara perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemilik tanah yang bersangkutan.

Akibat zaman penjajahan terjadi perlakuan yang tidak wajar terutama pada hukum agraria terjadi dualisme, yaitu terhadap tanah-tanah hak barat yang pada umumnya dimiliki oleh golongan eropa atau yang dipersamakan, mendapat jaminan yang kuat dengan pendaftaran pada daftar umum sesuai dengan hak yang melekat padanya serta bukti hak atas tanah tersebut.

Terhadap tanah-tanah hak adat diatur menurut hukum adat dan tidak diberi jaminan   macam-macam hakatas tanah yang diberikan kepada orang maupun kepada badan hukum. Oleh karena itu setiap pemegang hak atas tanah akan terlepas dari hak penguasaan negara karena kepentingan nasioanal berada diatas kepentingan individu atau kelompok dapat dikorbankan begitu saja dengan alasan untuk kepentingan umum. Undang-Undang agraria mengatur jenis-jenis hak atas tanah dalam aspek Perdata dan aspek Administrasi, yang berisikan politik pertanahan nasional, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan unifikasi hukum pertanahan di Indonesia.

Peralihan hak atas tanah adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Ketika seseorang telah mengalihkan haknya (hak atas tanah), kepada orang lain  “secara sah” maka orang tersebut sudah tidak punya hak lagi atas tanah yang dialihkan sejak dilakukannya peralihan hak. (Prasetyo:2018)

Walaupun di Indonesia memberikan ruang untuk setiap orang mencari keadilan melalui pengadilan, namun sistem peradilan di Indonesia dianggap masih rumit. Hal inilah mengapa banyak masarakat enggan menghadap ke pengadilan untuk mencari keadilan dan untuk mempertahankan haknya.

METODE PENELITIAN 

Menurut Soerjono Soekanto Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah. (Soekanto, 1986) Penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan atau kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. (Ibrahim, 2006) Bentuk dari hasil penelitian ini akan dituangkan secara deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. (Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 1981)

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis (Abdurrahman, 1999). Penelitian yang digunakan dalam penelitian   ini bersifat metode berpikir deduktif ke induktif 

Data yang diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan. Di dalam penelitian hukum, data sekunder terdiri dari: 1) Bahan hukum primer; 2) Bahan hukum sekunder; 3) Bahan hukum tertier.
Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Metode Pengumpulan data ada 2 (dua) yaitu metode studi pustaka (library research) dan metode studi lapangan (field research). 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diperoleh dari studi pustaka (library research). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa data kualitatif.
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Proses Penyelesaian Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Objek Sengketa

Peralihan hak atas tanah adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Ketika seseorang telah mengalihkan haknya (hak atas tanah), kepada orang lain “secara sah” maka orang tersebut sudah tidak punya hak lagi atas tanah yang dialihkan, sejak dilakukannya peralihan hak. Secara umum terjadinya peralihan hak atas tanah itu dapat disebabkan oleh berbagai perbuatan hukum antara lain: 1) Jual beli; 2) Tukar menukar; 3) Hibah; 4) Pemasukan dalam perusahaan; 5) Pembagian hak bersama; 6) Pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik; 7) Pemberian hak tanggungan; 8) Pemberian kuasa pembebanan hak tanggungan

Solusi penyelesaian sengketa tanah dapat ditempuh melalui cara Solusi melalui BPN, yaitu kasus pertanahan itu timbul karena adanya klaim/pengaduan/keberatan dari masyarakat (perorangan/badan hukum) yang berisi kebenaran dan tuntutan terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, serta keputusan Pejabat tersebut dirasakan merugikan hak-hak mereka atas suatu bidang tanah tersebut.

Bilamana kelengkapan data tersebut telah dipenuhi, maka selanjutnya diadakan pengkajian kembali terhadap masalah yang diajukan tersebut yang meliputi segi prosedur, kewenangan dan penerapan hukumnya. Agar kepentingan masyarakat (perorangan atau badan hukum) yang berhak atas bidang tanah yang diklaim tersebut mendapat perlindungan hukum, maka apabila dipandang perlu setelah Kepala Kantor Pertanahan setempat mengadakan penelitian dan apabila dari keyakinannya memang harus distatus quokan, dapat dilakukan pemblokiran atas tanah sengketa. Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 14-1-1992 No 110-150 perihal Pencabutan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 16 tahun 1984.

Dengan dicabutnya Instruksi Menteri Dalam Negeri No 16 Tahun 1984, maka diminta perhatian dari Pejabat Badan Pertanahan Nasional di daerah yaitu para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, agar selanjutnya di dalam melakukan penetapan status aquo atau pemblokiran hanya dilakukan apabila ada penetapan Sita Jaminan (CB) dari Pengadilan. (Bandingkan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1997 Pasal 126). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa apabila Kepala Kantor Pertanahan setempat hendak melakukan tindakan status quo terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara di bidang Pertanahan (sertifikat/Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah), harusnya bertindak hati-hati dan memperhatikan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, antara lain asas kecermatan dan ketelitian, asas keterbukaan (fair play), asas persamaan di dalam melayani kepentingan masyarakat dan memperhatikan pihak-pihak yang bersengketa. 
Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi, pada intinya adalah “a process of negotiations facilitated by a third person who assist disputens to pursue a mutually agreeable settlement of their conlict.” Sebagai suatu cara penyelesaian sengketa alternatif, mediasi mempunyai ciri-ciri yakni waktunya singkat, terstruktur, berorientasi kepada tugas, dan merupakan cara intervensi yang melibatkan peras serta para pihak secara aktif. Keberhasilan mediasi ditentukan itikad baik kedua belah pihak untuk bersama-sama menemukan jalan keluar yang disepakati (Maria S.W Sumardjono; 2005).

Sebelum melalui proses pada Pengadilan Negeri perkara diselesaikan melalui jalur mediasi. Namuu, jika tidak berhasil diselesaikan melalui mediasi maka kasus sengketa peralihan hak atas tanah diselesaikan melalui pengadilan.
Penyelesaian sengketa melalui badan peradilan, apabila penyelesaian melalui musyawarah di antara para pihak yang bersengketa tidak tercapai, demikian pula apabila penyelesaian secara sepihak dari Kepala Badan Pertanahan Nasional tidak dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maka penyelesaiannya harus melalui pengadilan. Setelah melalui penelitian ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional sudah benar menurut hukum dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat juga mengeluarkan suatu keputusan yang berisi menolak tuntutan pihak ketiga yang berkeberatan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional tersebut. Sebagai konsekuensi dari penolakan tersebut berarti Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan tersebut tetap benar dan sah walaupun ada pihak lain yang mengajukan ke pengadilan setempat.
Sementara menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dilarang bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang terkait mengadakan mutasi atas tanah yang bersangkutan (status quo). Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya masalah di kemudian hari yang menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang berperkara maupun pihak ketiga, maka kepada Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Pertanahan yang terkait harus menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu untuk melindungi semua pihak yang berkepentingan sambil menunggu adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).
Apabila sudah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi yang bersangkutan mengusulkan permohonan pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara di bidang Pertanahan yang telah diputuskan tersebut di atas. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan laporan mengenai semua data yang menyangkut subjek dan beban yang ada di atas tanah tersebut serta segala permasalahan yang ada.
Kewenangan administratif permohonan pembatalan suatu Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah atau Sertifikat Hak Atas Tanah adalah menjadi kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional termasuk langkah-langkah kebijaksanaan yang akan diambil berkenaan dengan adanya suatu putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan.

Hal tersebut bertujuan agar diserahkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menimbang dan mengambil keputusan lebih lanjut.Di bidang pertanahan, belum ada suatu peraturan perundang – undangan yang secara eksplisit memberikan dasar hukum penerapan Alternatif Dispute Resolution (ADR). Akan tetapi hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menggunakan lembaga ADR di bidang pertanahan berdasarkan 2 (dua) alasan, yaitu: Pertama, di dalam setiap sengketa perdata yang diajukan di muka pengadilan, hakim selalu mengusulkan untuk penyelesaian secara damai oleh para pihak (Pasal 130 HIR). Kedua, secara eksplisit cara penyelesaian masalah berkenaan dengan bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam kegiatan pengadaan tanah diupayakan melalui jalur musyawarah.

1. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan: 

a. Rencana Tata Ruang Wilayah;

b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;

c. Rencana Strategis; dan

d. Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah. 

2. Dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan untuk infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi, pengadaannya diselenggarakan berdasarkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d. 

3. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pengampu dan pemangku kepentingan. 
Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 1) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; 2) Penilaian Ganti Kerugian; 3) Musyawarah penetapan Ganti Kerugian; 4) Pemberian Ganti Kerugian; dan 5) Pelepasan tanah Instansi.

Dengan berjalannya waktu, penyelesaian sengketa melalui ADR secara implisit dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (“BPN”). Dalam struktur organisasi BPN dibentuk 1 (satu) kedeputian, yakni Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (“Deputi”). BPN telah pula menerbitkan Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan melalui Keputusan Kepala BPN RI Nomor 34 tahun 2007. Dalam menjalankan tugasnya menangani sengketa pertanahan, BPN melakukan upaya melalui mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa alternatif.

Pembentukan Deputi tersebut menyiratkan 2 (dua) hal, yaitu pertama, bahwa penyelesaian berbagai konflik dan sengketa pertanahan itu sudah merupakan hal yang sangat mendesak sehingga diupayakan membentuk kedeputian untuk penanganannya. Kedua, terdapat keyakinan bahwa tidak semua sengketa harus diselesaikan melalui pengadilan.

Dalam hukum acara perdata termasuk pemeriksaan sengketa tanah pada prinsipnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam suatu ruang sidang yang khusus ditentukan untuk itu. Sidang itu pun harus dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang melarangnya. Sifat terbukanya sidang untuk umum ini merupakan syarat mutlak, namun ada pembatasannya yaitu apabila undang-undang menentukan lain atau berdasarkan alasan penting menurut hakim yang dimuat dalam berita acara atas perintahnya. Jika demikian maka pemeriksaan perkara akan dilakukan dengan pintu tertutup.

Pertimbangan Hakim dalam Memutus Sengketa Peralihan Hak Atas Tanah

Peralihan Hak Atas Tanah sering menimbulkan sengketa dikemudian hari, Tanah yang dimiliki dulunya tergugat sekarang menjadi penggugat itu ternyata tanah hibah yg diberikan seorang mayor TNI kepada ayah penggugat. Tanah tersebut ternyata, tanah garapan bekas G 30 SPKI. Hal ini akan menumbulkan konflik antar kedua belah pihak yang besengketa. Bahwa Penggugat adalah pemegang hak yang sah atas persil tanah bekas Hak Pakai Nomor 34/HP/1963 tanggal 6 Agustus 1963 seluas + 25.000 m2, dan tanah bekas Hak Pakai Nomor 36/HP/1963 tanggal 6 Agustus 1963 seluas + 25.000 m2, dan kedua bidang tanah tersebut letaknya saling berbatasan dan merupakan satu kesatuan bidang tanah yang tidak terpisahkan dengan luas seluruhnya + 50.000 m2 (lima puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut: 1) Sebelah Utara berbatas dengan Gang Bersama, ukuran + 125 meter; 2) Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik T. Rizal, ukuran + 125 meter; 3) Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Patriot, ukuran + 400 meter; 4) Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Perwira (Komplek Perumahan Perwira), ukuran + 400 meter

Tanah mana terletak di Jalan Patriot/Jalan Perwira Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara (dahulu termasuk dalam Daerah Tingkat II Deli Serdang, Kabupaten Deli Hilir,Kecamatan Sunggal, Kampung Lalang).

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II sangat keberatan tentang bukti surat akte hibah yang dijadikan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai dasar bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat diterima gugatannya yang dalam pertimbangannya:

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya dalam putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa tanah-tanah bekas Hak Pakai Nomor 34/HP/1963 dan Nomor 36/HP/1963 tersebut adalah Hak dari Tan Tjai Poh alias Tan Tjai King yang menghibahkan tanah-tanah bekas Hak Pakai Nomor 34/HP/1963 dan Hak Pakai Nomor 36/HP/1963 kepada Penggugat adalah sah dan dapat dibenarkan secara hukum.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Tan Tjai Poh alias Tan Tjai king adalah pihak yang paling berhak terhadap tanah sengketa, dan karena Tan Tjai Poh alias Tan Tjai King ialah pihak yang paling berhak terhadap tanah sengketa maka perbuatan menghibahkan yang telah dilakukan Tan Tjai Poh alias Tan Tjai King kepada Penggugat sebagai bukti surat P-31 dan P-32 jugasah menurut hukum, sehingga haruslah dinyatakan sebagai pemilik atau pemegang hak hak yang sah atas sengketa dimaksud.

Dan dasar hukum yang terletak pada Peralihan Hak Atas Tanah sebagai berikut; a) Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Pasal 20 Ayat (2), 28 Ayat (3), 35 Ayat (3); b) PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 37 Ayat (1); c) PP No. 37 Tahun 1998 Pasal 2 Ayat (1), (2)
SIMPULAN 
Proses penyelesaian perselisihan sengketa dilakukan melalui jalur mediasi yaitu penyelesain diluar pengadilan, sebelum sampai ke penyelesaian melalui Pengadilan setempat yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Medan. Pertimbangan Hakim Pada Putusan No. 149/Pdt.G/2012/PN.Mdn Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya dalam putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa tanah-tanah bekas Hak Pakai Nomor 34/HP/1963 dan Nomor 36/HP/1963 tersebut adalah Hak dari Tan Tjai Poh alias Tan Tjai King yang menghibahkan tanah-tanah bekas Hak Pakai Nomor 34/HP/1963 dan Hak Pakai Nomor 36/HP/1963 kepada Penggugat adalah sah dan dapat dibenarkan secara hukum.
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